BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam tugasnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, negara perlu
menciptakan kebijakan-kebijakan yang dapat membawa dampak positif bagi
perekonomian negara. Pendapatan utama sebuah negara dalam upaya untuk
meningkatkan pendapatan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara dapat diperoleh melalui tiga hal yaitu penerimaan
perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah baik dari
dalam maupun luar negeri. Penerimaan pajak di Indonesia merupakan sumber
utama pendapatan negara yang diperoleh melalui tujuh sektor yaitu Pajak
Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah,
Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Ekspor, Pajak Perdagangan Internasional serta
Bea Masuk dan Cukai.

Pajak menurut R. Santoso Brotodihardjo merupakan iuran kepada negara (yang
dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-
peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk,
dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum

berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.!

! R.Santoso Brotodihardjo, Pengantar llmu Hukum Pajak, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003),
hal. 2



Pajak memiliki dua fungsi yaitu:?

1.

Fungsi Budgetair (anggaran)

Fungsi ini terletak di sektor publik, dan pajak tersebut merupakan
suatu alat untuk memasukkan uang sebanyak banyaknya ke dalam kas
negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran negara, terutama untuk membiayai pengeluaran rutin, dan
apabila setelah itu masih ada sisa (surplus), maka surplus ini dapat
digunakan untuk membiayai investasi pemerintah (public saving untuk
public investment)

Fungsi Regulerend (mengatur)

Fungsi 1ni memiliki arti bahwa pajak itu dapat digunakan sebagai
alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan negara dalam
lapangan ekonomi dan sosial dengan fungsi mengaturnya pajak digunakan
sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di
luar bidang keuangan dan’fungsi mengatur itu banyak ditujukan terhadap
sektor swasta, misalnya dalam pajak perseroan salah satu pasal dari
Ordonansi Pajak Perseroan 1925 memberi kebebasan dari pajak perseroan
atas pengenaan tarif yang rendah terhadap badan-badan koperasi yang

berkedudukan di Indonesia.

Penerimaan pajak memberikan kontribusi yang cukup besar, yaitu hampir 80%

terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bagi pemerintah Kkita,

2 Ibid



dalam kurun waktu yang cukup lama hingga sekarang ini pajak masih menjadi
primadona bagi kelanjutan pembangunan pemerintah Indonesia.?

Penerimaan pajak di Indonesia dalam berbagai aspek dinilai masih belum
mampu untuk memenuhi keinginan masyarakat Indonesia dalam pemenuhan
kebutuhan hidup mereka, seperti dalam bidang fasilitas umum, misalnya pelayanan
rumah sakit dalam bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dalam
bidang pendidikan seperti sekolah gratis hingga strata Sekolah Menengah Atas,
kemudian dalam sektor transportasi yaitu pembangunan infrastruktur. Rakyat
masih merasakan bahwa apa yang mereka input kepada negara tidak sebanding
dengan output yang diperoleh. Sebenarnya hal ini dipengaruhi dari beberapa faktor,
salah satunya adalah korupsi yang dilakukan oleh para pihak yang memiliki
kedudukan tinggi baik di pemerintahan maupun dalam dunia pekerjaan di Indonesia
terutama pada perusahaan-perusahaan swasta, kurangnya moral masyarakat akan
pentingnya memiliki etik yang baik dalam bekerja serta perasaan haus akan
keinginan untuk menomorsatukan baik kepentingan pribadi maupun kelompok di
negeri ini masih begitu besar meski sudah ada regulasi yang mengatur serta aparat
yang berusaha mengamankan serta mencegah terjadinya praktik korupsi itu sendiri
masih tidak dapat menanggulangi banyaknya praktik korupsi yang terjadi. Apabila
permasalahan-permasalahan tersebut teratasi sebenarnya pendapatan pajak negara
ini sudah sangat mencukupi untuk dapat mengembangkan kebutuhan masyarakat

baik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

3 Sugianto, Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan,
Pajak, dan Retribusi Daerah), (Jakarta: Grasindo, 2007), hal. 1



Di Indonesia, tiga sektor yang paling besar melakukan tindak pidana korupsi
ialah dari sektor infrastuktur, diikuti sektor keuangan, kemudian pendidikan.* Hal
ini tentu sangat merugikan bagi negara karena biaya untuk melakukan
pembangunan itu sendiri menjadi kurang karena banyaknya jumlah uang yang telah
hilang karena digunakan untuk kepentingan pribadi oleh pihak-pihak yang tidak
bertanggung jawab.

Selain dari korupsi, pendapatan negara yang seharusnya diperoleh dari pajak
juga berkurang akibat adanya praktik fax evasion atau yang lebih dikenal dengan
penggelapan pajak serta fax avoidance atau yang lebih dikenal dengan
penghindaran pajak. Sebelum menilik lebih lanjut mengenai fax evasion dan tax
avoidance perlu dilihat kembali terlebih dahulu akan langkah yang dilakukan oleh
pemerintah dalam penerimaan pajak.

Sejak terjadinya reformasi pajak, yaitu pada tahun 1983 hingga saat ini,
pemerintah = masih menerapkan sistem self-assesment, yaitu pemerintah
memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk memenuhi dan melaksanakan
sendiri hak dan kewajiban pajaknya, yang dilakukan dengan cara wajib pajak (WP)
berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah
dibuat oleh pemerintah. Adanya sistem self-assesment menciptakan banyak peluang

bagi masyarakat Indonesia yang sudah terhitung sebagai WP dan telah memiliki

“Tenni Purwanti. "Tiga Besar Sektor yang Rugikan Negara akibat
Korupsi", <https://nasional kompas.com/read/2012/02/05/23125634/Tiga.Besar.Sektor.yang.Rugik
an.Negara.akibat.Korupsi>, diakses tanggal 16 Oktober 2019



Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk melakukan penyelewengan dan
kecurangan pajak, seperti melakukan praktik tax evasion dan tax avoidance.

Tingkat kepatuhan WP di Indonesia masih sangat rendah, Kepatuhan WP
mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan
melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap
semua aturan perpajakan lainnya.® Di antara ketiga jenis kepatuhan tersebut, yang
paling mudah diamati adalah kepatuhan melaporkan kegiatan usaha, karena seluruh
WP berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap bulan dan/atau
setiap tahun dalam bentuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam setiap
masa atau tahunannya. Beberapa WP mempunyai kepatuhan yang buruk dengan
tidak membuat dan menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik secara
benar, lengkap dan jelas, baik laporan bulanan atau- masa maupun tahunan.
Memprihatinkan adalah WP semacam ini berjumlah paling banyak dari seluruh WP
terdaftar. Patut menjadi perhatian-lebih serius bagi Ditjen-Pajak agar masalah ini
bisa diatasi dan diawasi-Secara lebih baik. Beberapa faktor yang menyebabkan
rendahnya kepatuhan WP antaralain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan
publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi
yang dilakukan pejabat tinggi.®

Tax evasion menurut Siti Kurnia Rahayu, merupakan usaha aktif WP dalam hal
mengurangi, menghapuskan, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau

meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang

5 Direktorat Jenderal Pajakn <https:/www.pajak.go.id/id/artikel/sudah-cukupkah-kepatuhan-pajak-
kita>, diakses tanggal 16 Oktober 2019

¢ Direktorat Jenderal Pajak, <https://pajak.go.id/id/artikel/menakar-kadar-kepatuhan-wajib-pajak>,
diakses tanggal 16 Oktober 2019




menurut aturan perundang-undangan.” Tax evasion termasuk dalam sebuah
pelanggaran di mana bentuk praktik ini melanggar Undang-Undang Perpajakan
(UUP) yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 pada Pasal 38 hingga Pasal
41, yang pada masing-masing pasal tersebut menjelaskan perbuatan-perbuatan WP
yang dilakukan serta tidak dilakukan untuk tujuan melakukan penggelapan seperti
secara sengaja tidak menyampaikan surat keterangan secara benar, tidak
menyetorkan pajak. sesuai dengan jumlah yang seharusnya, kemudian tidak
melaporkan SPT, dan lain sebagainya.

Terjadinya fenomena ini di sebabkan karena banyak faktor, diantaranya seperti
kesadaran dari WP itu sendiri, WP masih kurang memiliki rasa tanggung jawab
untuk membayar pajak demi kepentingan pembangunan negeri. Lingkungan sekitar
juga memiliki pengaruh besar dikarenakan apabila satu orang telah membuat
pelanggaran maka orang lain disekitarnya juga memiliki tendensi untuk melakukan
pelanggaran yang sama. Selain itu juga terdapat faktor di mana masyarakat merasa
tarif pajak yang dikenakan juga terlalutinggi, karena pembebanan tarif yang terlalu
tinggi, masyarakat berusaha agar terlepas dari jeratan pajak yang menghantuinya.
WP ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara, agar
mereka terus dapat mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya. Selain itu juga
terdapat sebab-sebab lain mengapa WP melakukan fax evasion seperti: WP
berpersepsi tentang sistem keadilan dan kejujuran dalam perpajakan yang kurang,

bagaimana kebijakan pemerintah dalam membelanjakan uang dari pembayaran

7 Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal, (Yogyakarta : Graha [lmu,
2010). hal. 147



pajak oleh WP, selain itu juga terdapat kecenderungan individu yang kurang
memahami aturan dan hukum yang berlaku, perilaku individu yang dipengaruhi
oleh kelompok sehingga mempengaruhi individu tersebut melakukan fax evasion,
tax audit, pelaporan informasi dan potongan dalam pajak, administrasi pajak yang
kurang dimengerti oleh tax payer, praktisi pajak, kemungkinan ketahuan yang
minimal dan penegakan hukum yang kurang dari pemerintah, dan servis dari hasil
pembayaran pajak yang dilakukan oleh WP kurang dapat dinikmati.

Menurut Mardiasmo, fax avoidance adalah usaha meringankan beban pajak
dengan tidak melanggar Undang-undang.® Hal ini biasa dilakukan oleh WP dengan
cara mencari celah dari undang-undang perpajakan dari sebuah negara. Di
Indonesia, permasalahan mengenai fax avoidance cukuplah pelik, karena di satu
sisi WP menginginkan untuk dapat-memperoleh keuntungan yang sebanyak-
banyaknya dari usaha yang mereka jalankan tanpa adanya tanggungan untuk
menyerahkan sebagian dari pendapatan tersebut dalam bentuk pajak, namun di sisi
lain dengan adanya praktik ini, penerimaan pajak yang diperoleh oleh negara juga
menjadi berkurang.-Salah ‘satu cara yang umumnya dilakukan oleh WP untuk
melaksanakan praktik fax avoidance ini adalah dengan menyimpan sebagian harta
yang dimilikinya ke negara yang memberlakukan tax havens dimana negara-negara
tax havens ini memberikan banyak keuntungan bagi pengusaha atau WP Indonesia
untuk melakukan fax avoidance karena negara tax havens menawarkan banyak
keuntungan seperti tarif pajak sebesar 0% atau lebih sedikit dibandingkan dengan

tarif pajak negara asal, memberikan struktur pajak istimewa hanya kepada

8 Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, (Yogyakarta: 2011), hal. 8



perusahaan asing saja, tetapi tidak memberikannya kepada penduduk dan usaha
lokal, selain itu juga menerapkan peraturan yang tidak memungkinkan pertukaran
data keuangan dengan pemerintah negara lain.

Akibat dari penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah tidaklah maksimal
akibat dari beberapa praktik kecurangan seperti fax evasion dan tax avoidance maka
pemerintah berupaya untuk menarik kembali pemasukan pajak yang seharusnya
diperoleh pemerintah terutama dari adanya praktik tax avoidance yaitu dengan
menerbitkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
atau yang lebih dikenal dengan istilah 7ax ammesty. Pemberlakuan kebijakan
pengampunan pajak - sendiri merupakan penghapusan pajak yang seharusnya
dibayar dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana
diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
Dalam undang-undang ini juga disebutkan, WP hanya perlu mengungkap harta dan
membayar tebusan pajak sebagai pajak pengampunan-atas harta yang selama ini
tidak pernah dilaporkan, selain itu-apabilamasih.ada WP yang tidak jujur dan tidak
ikut serta dalam program pengampunan-pajak-1ni akan dikenakan sanksi oleh
pemerintah.

Tax amnesty merupakan program yang sudah banyak diterapkan di berbagai
macam negara, namun sayangnya pelaksanaannya seringkali tidak berbuah manis.’
Sebagai contoh beberapa negara yang telah menerapkan program ini adalah Afrika

Selatan. Negara ini telah menerapkan program tax amnesty sebanyak tiga kali, yaitu

® Moermahadi S. dan Hastoni, Tax Amnesty dan PSAK 70: Akuntansi Aset dan Liabilitas
Pengampunan Pajak, (Bogor: Kesatuan Press, 2017). hal. 6-8



pada tahun 1995, 1996, dan 2003. Pada dua periode awal program ini tidak
membawa terlalu banyak keuntungan bagi negara tersebut. Namun pada tahun
2003, Afrika Selatan mampu meraup dana hingga 2,2 miliar Rand atau sekitar 0,7%
dari total produk domestik bruto (PDB). Dalam pelaksanaannya, Afrika Selatan
menerapkan strategi “pull and push”. Pull adalah menarik atau memberikan
insentif kepada WP agar tertarik untuk mengikuti program ini, sedangkan push
memiliki arti untuk memberikan tekanan seandainya WP tidak berpartisipasi dalam
program ini. Tax amnesty di Afrika Selatan ini mirip dengan program pengampunan
pajak yang diterapkan di Indonesia yaitu dengan mendorong repatriasi aset milik
WP di luar negeri.

Selain Afrika Selatan, India juga pernah melaksanakan program ini, bahkan
negara ini telah melakukan program ini sebanyak 12 kali.'® Karena terlalu seringnya
program ini dilaksanakan di India maka hal ini telah menjadi bagian iklim
melemahnya penegakan peraturan pajak penghasilan. Rakyat India menilai bahwa
pemerintah tidak serius dalam penegakkan peraturan perpajakan sehingga para WP
India memiliki ekspektasi bahwa kedepannya akan ada program fax amnesty yang
lebih menarik di masa depan dengan intensitas tuntutan hukuman yang lebih rendah
karena pada negara ini program tax amnesty sendiri tidak diiringi dengan
peningkatan tax enforcement di mana tidak adanya gerakan untuk memperkuat
undang-undang perpajakan atau perubahan struktur lain dalam sistem perpajakan.
Kebijakan ini dinilai gagal di India karena pada saat terakhir program ini

dilaksanakan yaitu pada tahun 1997 dikarenakan pemerintah India hanya mampu
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meraup sekitar Rp 25 triliun yang mana jumlah tersebut termasuk kecil mengingat
tarif uang tebusan yang diperoleh cukup tinggi yaitu 35% untuk WP badan dan 30%
untuk WP orang pribadi, serta dari segi peminat WP yang ikut serta hanya
berjumlah 350.000 WP. Namun di Amerika Serikat, sebagai salah satu negara yang
juga pernah menerapkan program ini pelaksanaannya dinilai cukup berhasil di
mana pada tahun 1986 ditemukan bukti bahwa selama empat tahun sebelumnya
penerapan tax amnesty.di beberapa negara bagian Amerika Serikat mampu
meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan hingga ratusan juta dolar yang
sulit diperoleh atau bahkan hilang sama sekali. 7ax amnesty terbukti mampu
meningkatkan jumlah pembayaran pajak. Dalam hal ini instansi yang menangani
penerimaan negara telah mengestimasi bahwa apabila rax amnesty yang
dipublikasikan serta diikuti dengan dukungan penegakan hukum yang lebih ketat
atas peraturan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan WP.!!

Pengampunan pajak di Indonesia merupakan suatu kebijakan pemerintah di
bidang perpajakan dengancara melakukan penghapusan pajak yang seharusnya
terutang dengan  membayar —tebusan —dalam —jumlah tertentu dengan tujuan
memberikan kesempatan kepada WP yang tidak patuh terhadap pajak menjadi
patuh, selain itu juga dapat menambah penerimaan suatu negara. Program
pengampunan pajak seperti ini sebelumnya sudah pernah dilakukan di Indonesia
pada tahun 1964. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, kebijakan ini
dikeluarkan untuk mengembalikan dana revolusi pada saat itu. Namun kebijakan

pengampunan pajak pada waktu itu tidak berjalan dengan baik dan sesuai dengan

" Ibid
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yang direncanakan, dikarenakan penerimaan dana yang diterima dari tax amnesty
pada waktu itu hanya sebesar Rp12 miliar. Jumlah tersebut sama besarnya dengan
penerimaan dana sumbangan wajib pajak istimewa. Hal tersebut sedikit janggal
karena seharusnya dana tax amnesty yang diterima haruslah lebih besar, yang mana
seharusnya dana yang diperoleh berjumlah Rp25 miliar, namun yang diperoleh
pemerintah tidaklah sesuai dengan target yang diinginkan yaitu hanya setengah dari
target yang ditentukan. Melihat kegagalan yang pernah terjadi pada periode
sebelumnya, pemerintah mencoba untuk menerapkannya lagi pada tahun 1984 pada
masa pemerintahan Presiden Soeharto, yang ternyata juga merupakan sebuah
kegagalan /lain yang dialami oleh pemerintah.!? Selain” untuk memperoleh
penerimaan pajak, kebijakan fax amnesty sendiri juga mengubah sistem perpajakan
yang berlaku, yaitu dari Official Assesment System (perhitungan besarnya jumlah
pajak ditentukan oleh pemerintah) menjadi Self Assesment System (perhitungan
besar pajak dilakukan oleh WP sendiri). Namun. pengulangan kebijakan 7ax
Amnesty yang dilakukan pada tahun 1984, masih belum sempurna dikarenakan
adanya dugaan KKN. Pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo menerapkan
kembali serta mengesahkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 Tentang
Pengampunan Pajak. Sebenarnya kebijakan tax amnesty sendiri apabila dilihat dari
undang-undang perpajakan juga masih menjadi perdebatan, dikarenakan adanya
penghapusan sanksi dan denda yang seharusnya dikenakan kepada WP. Sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan, WP seharusnya membayar hutang pajak berserta sanksi

12 Tbid.
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administrasi dan denda keterlambatan pembayaran pajak. Namun pada kebijakan
pengampunan pajak, justru WP diampuni seluruhnya hanya dengan uang tebusan
yang nominalnya jauh dibawah utang pajak yang seharusnya dibayar oleh WP.
Memang dengan adanya kebijakan pengampunan pajak ini merupakan salah satu
cara dalam menaikkan penerimaan pajak dalam waktu yang cepat.!?

Terdapat beberapa hal yang dijadikan alasan bagi pemerintah untuk mengadakan
kembali kebijakan pengampunan pajak ini, yaitu yang perfama tujuan utama
dari fax amnesty adalah repatriasi atau menarik dana warga negara Indonesia yang
ada di luar negeri. Kedua, untuk meningkatkan pertumbuhan nasional. Ketiga,
meningkatkan basis perpajakan nasional, yaitu aset yang disampaikan dalam
permohonan pengampunan pajak dapat dimanfaatkan untuk pemajakan yang akan
datang. Serta yang terakhir ialah-untuk meningkatkan penerimaan pajak.'*

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 menyatakan bahwa Pengampunan Pajak
adalah penghapusan pajak yang -seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi
administrasi perpajakan dan-sanksi pidana-di bidang perpajakan, dengan cara
mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-
undang ini. Namun terdapat beberapa hal yang menjadi alasan bagi pemerintah
untuk dijadikan pertimbangan saat akan menerbitkan kebijakan lain, yang di

antaranya adalah:!>

3 Yuwita Ariessa Pravasanti. “Dampak Kebijakan dan Keberhasilan Tax Amnesty Bagi
Perekonomian Indonesia”. Kompartmen: Jurnal Ilmiah Akuntansi XVI, 2018, hal. 85
“Muhammad Idris, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3186301/4-tujuan-
pemerintah-ingin-terapkan-tax-amnesty>, diakses tanggal 20 Oktober 2019

15 Yuwita Ariessa Pravasanti, op.cit. hal. 88
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1. Underground economy. Kegiatan ekonomi yang sengaja disembunyikan
untuk menghindari pajak.
2. Capital flight. Pelarian modal ke luar negeri dengan cara ilegal.
3. Terdapat rekayasa keuangan yang berakibat hilangnya potensi penerimaan
pajak.
4. Politik pengangguran untuk menghadapi kontraksi anggaran negara yang
terjadi.
Menurut pemerintah, dalam rangka memperoleh peningkatan penerimaan pajak
yang besar dan dalam waktu singkat caranya adalah dengan menerbitkan kebijakan
ini, selain itu diterbitkannya kebijakan< ini juga memiliki maksud untuk
meningkatkan tingkat kepatuhan WP baik pribadi maupun badan dengan cara WP
melaporkan hartanya yang berada di luar-negeri yang belum pernah tercantum di
SPT dan membawanya kembali pulang ke Indonesia.'®
Latar belakang dari mengapa pemerintah memutuskan untuk melakukan
program pengampunan pajak ini sendiri-adalah untuk-mempercepat pertumbuhan
dan rekstrukturasi-ekonomi-melalui pengalihan-harta. Program ini dilakukan pada
tahun 2016 dikarenakan adanya permasalahan global dan nasional yang memiliki
dampak bagi perekonomian Indonesia baik secara langsung maupun tidak
langsung. Kondisi-kondisi tersebut adalah:!”

1. Moderasi pertumbuhan ekonomi global

16 Kementrian Keuangan, <https:/www.kemenkeu.go.id/single-page/tax-amnesty/>, diakses
tanggal 20 Oktober 2019
17 Mardiasmo, op.cit. hal 10-15
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Perlambatan ekonomi yang melanda Uni Eropa, Tiongkok, Jepang,
dan Amerika Serikat membaut kinerja ekspor non-migas Indonesia merosot
sehingga terjadi penurunan tingkat ekspor. Menurunnya tingkat ekspor ini
bukan karena daya saing ekspor Indonesia yang rendah, namun memang
kondisi ini terjadi di semua negara, sehingga karena munculnya isu ini
membuat pemerintah harus menemukan sumber devisa lain yang tidak
bergantung pada kondisinegara lain.

Stabilitas Ekonomi Amerika

Krisis ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2007
menjadi masalah yang fundamental karena bersifat global. Krisis global ini
membuat investor asing menarik dananya dari Indonesia sehingga
mengakibatkan jatuhnya nilai mata uang kita. Kondisi ini membuat
pemerintah Indonesia harus mencari cara lain untuk dapat mempertahankan
aliran dana yang masuk untuk dapat menyokong Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN), schingga dengan-adanya repatriasi dana yang
diperoleh dari —program--pengampunan.. pajak ini dapat membantu
mengurangi beban pemerintah:

. Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok

Menurut IMF, pengaruh krisis global dari guncangan ekonomi
Tiongkok akan meningkat di tahun-tahun mendatang sebagai pengaruh
keuangan negara yang tumbuh dan penggunaan yuan sebagai mata uang
yang meluas, Indonesia turut merasakan dampaknya karena Indonesia

memiliki kerja sama ekonomi dengan Tiongkok.
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4. Ketidakpastian Kebijakan Moneter
Banyak pihak investor swasta yang masih menahan diri untuk
melakukan investasi ke Indonesia. Hal ini dikarenakan para investor
tersebut masih belum yakin betul bahwa kondisi perekonomian Indonesia
akan membaik. Walaupun pemerintah berkali-kali menyatakan bahwa iklim
perekonomian di Indonesia telah membaik, hal tersebut masih belum dapat
membuat para investor swasta tersebut tertarik untuk menginvestasikan
hartanya di Indonesia.
5. Harga Komoditas Menurun
Harga komoditas yang menurun membuat Indonesia tidak mungkin
tetap mengharapkan pemasukan tinggi dari ekspor.
6. Resiko Geopolitik: Brexit
Brexit merupakan salah satu masalah terbesar bagi masalah
keuangan dunia.-Saham bank-bank besar di Inggris seperti Barclays dan
RBS turun 2,8% bahkan sempat 30% pada sesi awal. Brexit merupakan hal
yang baru pertama kali terjadi, sehingga tidak ada yang dapat mengukur
seberapa besar dampak danapa yang akan terjadi selanjutnya.
Ketidaktahuan ini membuat banyak hal menjadi tidak jelas, seperti tentang
rincian perjanjian bidang industri, perdagangan, keuangan, ketenagakerjaan
dan masih banyak lagi sehingga terlalu banyak resiko yang sekarang tidak

dapat diukur dengan akurat. Hal ini mengakibatkan arus investasi
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perusahaan-perusahaan menjadi tidak lancar, yang pada akhirnya juga
mempengaruhi penerimaan pajaka karena kinerja perusahaan-perusahaan
yang melemah, dan perbankan juga menjadi lebih sulit dalam menggalang
dana luar negeri, maka dari itu diperlukan adanya sumber pertumbuhan

ekonomi baru.

Dengan adanya program pengampunan pajak ini sebenarnya lebih membawa

keuntungan bagi WP, pemerintah menawarkan berbagai fitur yang menarik bagi

para WP terdaftar yang antara lain adalah:

1.

2.

Penghapusan pajak yang terutang

Tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan
Tidak dilakukan pemeriksaan

Penghentian proses pemeriksaan

Jaminan rahasia

Pembebasan pajak penghasilan balik nama

Dalam skripsi ini akan penulis akan membahas lebih lanjut dan lebih dalam

mengenai penerapan kebijakan dari Tax Ammuesty.itu sendiri, serta akibat hukum

pemberlakuan undang-undang tersebut terhadap tingkat kepatuhan WP di wilayah

Jakarta Pusat.

1.2 Rumusan Masalah

1.

Bagaimana penerapan hukum UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pengampunan Pajak di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta?
Bagaimana akibat hukum UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan

Pajak di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta?
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1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum dari UU Nomor 11
Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak di wilayah Daerah Istimewa
Yogyakarta.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari UU Nomor 11
Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak di wilayah Daerah Istimewa

Yogyakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis
Hasil skripsi-ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi studi ilmu
hukum dan perkembangan hukum di Indonesia agar pemerintah dapat
menerbitkan kebijakan yang lebih baik dan tepat untuk masyarakat
Indonesia ke depannya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa masukan
kepada pemerintah agar dapat membuat kebijakan hukum yang lebih
baik bagi masyarakat Indonesia kedepannya, serta memberikan manfaat
kepada masyarakat berupa pengetahuan mengenai pentingnya mematuhi

peraturan perundangan perpajakan yang ada.
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1.5 Sistematika Penulisan
Bab I : Pendahuluan
Pada Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah yang mendasar,
rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi, tujuan penulisan skripsi, dan
manfaat penulisan skripsi.
Bab II : Tinjauan Pustaka
Pada bab ini berisi teori-teori yang menggambarkan perpajakan di
Indonesia, sejarah perpajakan di Indonesia, tindak pidana pajak, serta
pengampunan pajak yang menjadi inti dalam studi kasus ini.
Bab II1: Metode Penelitian
Pada bab ini menjelaskan jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan
skripsi, jenis-jenis data yang digunakan, teknis analisis data, serta
pendekatan permasalahan yang akan digunakan dalam skripsi ini.
Bab IV: Hasil Penelitian dan Analisis
Dalam bab ini penulis-akan menganalisis serta. membahas data-data yang
telah penulis kumpulkan.-Dalam bab ini, landasan teori serta landasan
konseptual yang telah-tertera-pada bab-sebelumnya akan digunakan untuk
menunjang analisis dan pembahasan data yang akan dilakukan pada bab ini.
Bab V: Kesimpulan dan Saran
Dalam bab ini penulis akan menuliskan kesimpulan dan saran terhadap
analisis serta pembahasan terhadap data-data yang telah penulis kumpulkan
pada Bab I'V. Bab ini sekaligus menutup penulisan dari penelitian yang telah

dilakukan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini.
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